BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari proses pemeriksaan di pengadilan dengan perkara Nomor :
1/Keberatan-Pid.Sus. TPK/2023/PN Yyk jo Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN
Yyk, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pembahasan yang telah
diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari
hasil penelitian ini yaitu Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan
keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan barang sitaan yang
dieksekusi. Meskipun dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai
mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Dasar ditolaknya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon
tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang
Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan
Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 12 ayat (1)
menyatakan 4 (empat) syarat yang harus dibuktikan oleh Pemohon agar
dikabulkan keberatan yang diajukan. Didalam perkara ini syarat yang terpenuhi
dan dapat dibuktikan hanya 3 (tiga) syarat. Pemohon tidak dapat membuktikan
dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan keberatan pemohon

ditolak untuk seluruhnya.
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Penulis juga berpendapat keputusan yang diambil dengan menolak
permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya sudah tepat berdasarkan
uraian pendapat hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota III, karena
Pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dengan demikian
sudah tepat apabila SHM No. 143/Nogotirto/1988 IMB  No.
02.01.443.IMB/KPTS/Taba/D/2012 yang diserahkan oleh MJB/Pemegang
saham PT. MAR/Kuasa Insidentil Pemohon kepada Bank Jateng disita dan
dipergunakan untuk membayar sebagian kerugian Bank Jateng cabang

Yogyakarta.

. Saran

Berdasarkan dari pengkajian yang dilakukan, menurut penulis hasil
keputusan hakim sudah tepat karena sudah mempertimbangkan beberapa faktor
yang menjadi pertimbangan untuk tidak dikabulkannya permohonan keberatan
atas harta benda yang disita sebagai hasil putusan pembuktian hukum/peradilan
terhadap suatu tindak pidana korupsi. Saran bagi hakim adalah untuk terus
mempertahankan integritas dan menghindari faktor eksternal yang bisa
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menyusun pertimbangan hukum
dengan jelas, rinci, dan mudah dipahami. Hal tersebut akan membantu para
pihak yang terlibat serta masyarakat untuk memahami dasar hukum dari

keputusan yang diberikan.
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